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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Pegaturan hukum izin penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia diperbolehkan oleh undang-undang namun dengan pembatasan-pembatasan yang mencakup pengaturan meliputi materi pokok sebelum memasuki hubungan kerja, materi pokok selama dalam hubungan kerja dan materi pokok sesudah selesai hubungan kerja. Subyek dari hukum ketenagakerjaan terdiri dari Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan diharapkan terjadi keseimbangan antara kepentingan pekerja, kepentingan pengusaha dan kepentingan ekonomi nasional secara keseluruhan.
2. Sanksi hukum terhadap pelanggaran penggunaan tenaga kerja asing pasca UU cipta kerja adalah ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran penggunaan TKA dihapus dan/atau dirubah oleh UU Cipta Kerja menjadi sanksi administratif. UU Cipta Kerja mencabut sanksi pidana penjara dan denda kepada Pemberi kerja yang tidak mempunyai IMTA, dengan menghapus ketentuan Pasal 42 ayat (1) yang mengatur syarat IMTA, dimana sebelumnya merupakan tindak pidana kejahatan sesuai Pasal 185 ayat (1). Pasca UU Cipta Kerja pemberi kerja cukup hanya memiliki Pengesahan RPTKA, sehingga terhadap pelanggarnya dikenakan sanksi administrative berupa denda, padahal fungsi IMTA sama dengan RPTKA. Sanksi administrative terhadap pelanggaran syarat RPTKA lainnya adalah menghentikan proses permohonan pengesahan RPTKA sementara, dan/atau RPTKA dicabut pengesahannya.
3. Pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Indonesiadan hambatannya adalah  jumlah pengawas tenaga kerja asing yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan, prosedur perijinan tenaga kerja asing yang rumit sehingga menyebabkan banyaknya perusahaan yang mempergunakan tenaga kerja asing secara ilegal serta tidak adanya evaluasi setelah penggunaan tenaga kerja asing.
B. Saran 
1. Agar pekerja asing yang masuk itu harus dipastikan memiliki skill dan profesional untuk mengajarkan teknologi dan inovasi kepada tenaga kerja dalam negeri.
2. Sanksi pidana yang sebelumnya telah diatur secara tegas dalam UU Ketenagakerjaan seharusnya dipertahankan oleh UU Cipta Kerja, mengingat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dengan memperkerjakan TKA tanpa keahlian khusus telah merebut hak konstitusi warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Pengawasan terhadap penggunaan TKA perlu diperkuat melalui koordinasi dan sinergitas antar lembaga yang terkait. Masalah prosedur perijinan penggunaan Tenaga Kerja Asing dibuat lebih praktis dan mudah, tetapi dalam hal pengawasannya dibuat seketat mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
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